BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data terhadap faktor-faktor dominan yang menjadi

penyebab kendala serah terima proyek cipta karya dari ditjen cipta karya kepada

pemerintah daerah ada beberapa hal diantaranya:
1. Setelah dilakukan idengtifikasi terhadap 39 (tiga puluh sembilan) faktor
penyebab kendala serah terima dari penelitian, maka dilakukan analisis
terpadat 16 (enam belas) faktor penyebab kendala serah terima proyek
2. Melalui perhitungan dengan menggunakan metode Relative Importance Index
(RII) berdasaerkan gabungan dari tiga pihak institusi terkait pengelola proyek
bidang cipta karya. Terdapat 5 (lima) faktor penting yang masing-masing
mempunyai nilai penting, dengan rentang nilai rentang > 0,679 . Masing-
masing faktor didapat simpulakan sebagai berikut secara umum mempunyai
perseps
a. Kendala Serah terima proyek di lingkungan Ditjen Cipta Karya
dipengaruhi oleh kurang terpelihara fisik yang sudah terbangun. Hal ini
disebabkan masa pemeliharaan yang pendek (6 bulan), pelaksanaan
proyek tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, terjadi perubahan poltik
yang mengakibatkan komitmen Pemda tidak dilaksanakan dan
Penganggaran perencanaan APBD yang belum tepat. terima.

b. Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab

serah terima dari Ditjen Cipta Karya kepada Pemda. Faktor ini
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dipengaruhi oleh karir yang tidak jelas , sanksi yang tidak tegas bagi
pegawai yang lalai terhadap pekerjaan, belum ada insentif yang menarik
bagi pengelola serah terima, rotasi pegawai yang terlalu sering, proses
serah terima yang dikerjakan oleh pegawai harian yang dengan mudah bisa
keluar masuk, serta spesifikasi pegawai adminitrasi yang belum tepat.

c. Tahapan birokrasi yang rumit dan berkepanjangan, mempunyai dampak
yang penting terhadap proses serah terima. Faktor ini disebabkan, banyak
pihak yang berwenang mempunyai kesibukan yang lebih penting, selain
itu ada nilai proyek yang melalui persetujuan presiden menambah proses
menjadi tambah panjang.

d. Sosialiasi yang kurang dilakukan secara kontinyu, ditambah peserta
sosialiasi yang selalu berganti pada tahapan, banyaknya nya informasi
yang tidak lengkap dapat menambah serah terima proyek konstruksi dari
Cipta Karya dan Pemerintah Daerah menjadi terhambat.

e. Kurangnya koordinasi antara tingkatan Pemerintah sehingga memberikan
ketidak sinkornan antara aturan-aturan yang ada, sehingga memberikan
indikasi pemahaman yang berbeda. Hal ini dapat menghambat proses
serah terima menjadi terhambat.

Setelah dilakukan analisis lebih mendalam maka didapat faktor dominan
terjadinya kendala serah terima. Faktor dominan tersebut adalah mengenai
Peraturan. Peraturan yang ada pada saat masih berliku dan sangat panjang,
sehingga pemerintah daerah sulit memberikan usulan biaya operasi dan
pemeliharaan. Aturan verifikasi data yang sangat panjang membuat proses serah

terima menjadi lambat. Disisi lain belum ada aturan yang memberi sangsi yang
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tegas terhadap pengelola proyek yang tidak melakukan pemeliharaan membuat
proyek menjadi rusak yang berdampak proses serah terima menjadi terhambat.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut:
1. Dalam mengantisipasi permasalahan fisik dilapangan yang tidak berfungsi
akibat kurang pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara:
a. penguatan komitmen dari semua pihak dalam penyelenggaraan proyek
dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima
b. perlu dilakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah
sehingga proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
c. melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan optimalisasi dana BUMN
/ BUMD.
d. penggunaan mekanisme batas maksimum masa pemeliharaan (dua tahun)
berdasarkan aturan yang berlaku.
e. masa pemeliharaan dapat dilakukan dengan waktu maksimal yaitu dua
tahun dapat membantu mengurangi fisik yang terpelihara.
2. Permasalahan kendala terbatas sumber daya manusia yang memahami proses
serah terima dapat dilakukan dengan cara :
a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan.
b. pemberian penghargaan dapat berupa penjenjangan karir yang jelas

c. pemberian penghargaan berupa insentif dapat berupa honor tambahan.
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d. perekrutan pegawai tidak hanya memprioritaskan kemampuan teknis saja

tetapi juga kemampuan administrasi.

e. mendistribusikan dan memanfaatkan pegawai dengan optimal dan sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

f. perlunyu sertifikasi bagi pegawai yang ditugaskan menangani proyek

masih diperlukan baik tingkat pusat maupun daerah, misalnya sertifikasi

barang dan jasa untuk Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan

Untuk menangani birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan,

maka sebaiknya dilakukan dengan cara :

a.

melakukan reformasi birokrasi baik dari segi aturan maupun
manajerial.

membuat sistem e-monitoring atau media internet lain dalam setiap
proses serah terima adalah salah satu cara memangkas tahapan

birokrasi.

Untuk antisipasi kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek dari

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan cara :

a.

b.

Sosialisasi harus dilakukan secara kontinyu

Diperlukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal
proses pelaksanaan serah terima.

Informasi mengenai pentingnya serah terima proyek harus mulai di

sampaikan pada saat inisiasi program kepada semua pihak.
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Pemahaman yang berbeda mengenai peraturan dan perundangan antara
lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah dapat dilakukan
dengan cara :

a. aturan yang dikeluarkan dari tingkat pusat dan daerah semua pihak
diberikan informasi.

b. Pemerintah daerah dapat meminta kepada pemerintah pusat untuk
memberikan masukan apabila kepala daerah akan membuat peraturan,
surat edaran dan sejenisnya atau sebaliknya

c. membuat standar operasional dan prosedur (SOP) untuk panduan proses
serah terima, agar dapat dijadikan standar baik di Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah daerah.

Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di Pusat

maupun didaerah dengan lebih intensif.

Sedangan agar hasil penelitian ini lebih baik lagi maka disarankan:

1.

Penelitian selanjutnya bisa mengembangkan kendala serah terima pada
wilayah penelitian dan bidang lainnya. Karena untuk wilayah lain akan
perbedaan pendapat atau persepsi tentang kendala serah terima.

Mengingat penelitian ini hanya dilakukan terhadap tiga pihak responden,
maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, bisa
melibatkan stakeholder terkait sehingga akan mendapat opini dan persepsi

lain mengenai penyebab kendala serah terima
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